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Received [03 Maret 2025] Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan
Revised [08 April 2025] pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
Accepted [10 April 2025] masyarakatnya. Terlaksananya pembangunan Desa yang maju dan makmur tidak terlepas dari

peran pemerintah serta masyarakat. Maka dalam suatu pelaksanaan pembangunan yang
berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Desa, pemerintahan Desa tentunya tidak terlepas
dari melihat aspek sosial serta kondisi kebutuhan masyarakat di Desa yang paling penting.
Berdasarkan asas otonomi Desa maka pemerintah Desa memiliki hak dan kewenangan untuk
membuat atau melaksanakan kebijakan yang dapat menjadi acuan keberhasilan dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan desa itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis kinerja Pemerintahan Desa Bumiarum menggunakan teori Siyasah Tanfidziyyah.
Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, dengan
melakukan observasi dan wawancara dengan pemerintahan Desa Bumiarum dan masyarakat.
Beberapa kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa seperti pembangunan

infrastruktur, pengelolaan keuangan, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun kebijakan yang
Figh Siyasah Tanfidziyyah, telah dijalankan belum sepenuhnya merata karna faktor dari sumber daya yang terbatas. Selain
Performance, Village itu, kinerja pemerintahan Desa juga belum maksimal dalam membantu pelayanan masyarakat.
Government. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa Kepala Desa perlu terus memperbaiki

kinerjanya untuk bertindak tegas kepada Aparatur Desa dan meningkatkan kemampuan dalam
mengelola Desa, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
Desa agar kebijakan-kebijakan lainnya dapat dilaksanakan dengan optimal ditinjau dari teori Figh
Siyasah Tanfidziyyah.

The administration of village governance is a subsystem of the overall governance system,
granting villages the authority to regulate and manage the interests of their communities. The
successful implementation of advanced and prosperous village development is inseparable from
the roles of both the government and the community. Therefore, in executing development
initiatives oriented toward the welfare of the village community, village governance must consider
o ) social aspects and the most pressing needs of the villagers. Based on the principle of village
This is an open access article § 5 1onomy, village governments have the right and authority to formulate and implement policies
under the CC-BY-SAlicense § ihat serve as benchmarks for the success of village governance. This study aims to analyze the
performance of the Bumiarum Village Government using the theory of Siyasah Tanfidziyyah. The
@ ® @ method used in this study is a qualitative approach with a descriptive-analytical nature, involving
A observations and interviews with the Bumiarum Village Government and the community. Several

policies have been implemented by the village government, including infrastructure development,
financial management, and public services. However, the implementation of these policies has
not been entirely equitable due to limitations in available resources. Furthermore, the
performance of the village government remains suboptimal in providing public services. The
findings of this study emphasize that the Village Head must continuously improve performance by
enforcing stricter oversight of village officials, enhancing management capabilities, and
increasing community awareness and participation in village governance. This will ensure that
other policies can be effectively implemented, as analyzed through the perspective of Figh
Siyasah Tanfidziyyah theory.

PENDAHULUAN

Sejarah perjalanan pemerintahan Indonesia telah banyak mengalami perubahan terutama dalam
aspek ketatanegaraan. Berakhirnya kekuasaan orde baru menandakan bahwa negara ini telah memasuki
era reformasi yang kemudian semakin memperjelas sistem otonomi daerah. Otonomi daerah di Indonesia
merupakan hal yang menarik untuk diamati dan dikaji, karena semenjak para pendiri negara menyusun
format negara, isu menyangkut pemerintahan lokal telah diakomodir dalam Pasal 18 UUD 1945 bahwa
negara mengakui adanya keberagaman dan hak asal usul yang merupakan bagian dari sejarah panjang
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bangsa Indonesia. Salah satu penguatan terhadap kebijakan otonomi daerah tersebut kemudian lahir UU
Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diganti dengan UU Nomor 32
Tahun 2014, serta UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah sejatinya
tidak berakhir pada wilayah provinsi dan kabupaten saja, namun harus sampai pada wilayah terkecil yaitu
desa. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia
dibagi atas daerah-daerah Propinsi dan daerah Propinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang
tiap-tiap Propinsi, Kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang berhak menetapkan
peraturan daerah atau peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Sebab pemerintahan daerah merupakan sendi dari negara kesatuan yang demokratis dan
keberadaannya merupakan bentuk pengakuan terhadap karakteristik atau ciri khas masing-masing
wilayah negara, serta merupakan cerminan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah
besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah Desa atau
kelurahan. Pemerintahan desa adalah unit terkecil dalam pelayanan kepada masyarakat sekaligus
sebagai peran strategis dalam keberhasilan program pemerintah. Desa identik dengan masyarakat yang
tradisional, hidup secara sederhana, memiliki kearifan lokal beragam dan juga merupakan pelopor
demokrasi yang otonom.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan
bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
mayarakat, hak asal usul dana atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).” Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem
penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kecamatan,
dengan demikian Desa memiliki kewenangan sendiri dalam mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat dalam kerangka Otonomi Desa.

Dalam pemerintahan desa, lembaga pemerintahan terbagi ke dalam 2 (dua) lembaga yaitu
Kepala Desa atau sebutan lain dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa akan saling berhubungan dan saling membutuhkan antara satu
dengan lainnya yang nantinya apabila hubungan tersebut berjalan dengan baik akan bermuara kepada
good governance. Indikator adanya hubungan antara Kepala Desa dengan BPD dalam hal
penyelenggaraan pemerintahan desa dan dalam penyusunan, pembahasan, serta penetapan Peraturan
Desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
dalam menjalankan kinerjanya berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ditentukan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten / Kota.

Dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Desa dapat melakukan perbuatan hukum
baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat
dituntut dan menuntut di pengadilan. Penyelenggara pemerintahan dan pembangunan Desa harus
mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta
bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa.
Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak
strategis untuk keberhasilan semua program.

Karena itu, upaya untuk memperkuat Desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem
penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakatnya. Terlaksananya pembangunan Desa yang maju dan makmur tidak terlepas
dari peran pemerintah serta masyarakat. Maka dalam suatu pelaksanaan pembangunan yang
berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Desa, pemerintahan Desa tentunya tidak terlepas dari
melihat aspek sosial serta kondisi kebutuhan masyarakat di Desa yang paling penting. Dalam Pasal 2
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Disebutkan bahwa Penyelenggaraan Pemerintah Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat
desa berdasarkan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. Berdasarkan peraturan tersebut, permasalahan
dari kinerja pemerintah Desa Bumiarum belum berjalan sebagaimana mestinya dan pembangunan yang
terjadi di desa tidak dilakukan secara merata sesuai dengan Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang
Desa. Pemerintah Desa Bumiarum dalam penyelenggaraan pemerintah desa masih belum dilaksanakan
berdasarkan fungsi dari Undang Undang di atas. Pasalnya masih banyak keluhan masyarakat terkait
pelayanan oleh aparat desa serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat juga belum terlaksana
secara maksimal. Kurangnya ketegasan Kepala Desa kepada Aparat Desa menjadi penghambat untuk
merealisasikan peraturan yang dibuat untuk kesejateraan masyarakat, selain itu faktor sumber daya juga
menjadi alasan belum terealisasikannya peraturan tersebut secara maksimal.
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ilmiah atau kebaruan dalam memberikan
gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja pemerintah desa dengan mempertimbangkan faktor faktor
lain yang mempengaruhinya serta memberikan rekomendasi yang lebih efektif untuk meningkatkan
kinerja pemerintah desa berdasarkan hasil penelitian yang lebih komprehensif.

LANDASAN TEORI

Kata figh berasal dari fagaha-yafgahu-fighan. Secara bahasa, pengertian figh adalah “paham yang
mendalam®.Secara istilah, figh adalah llimu atau pemahaman yang mempelajari tentang hukum-hukum
syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil daliinya yang rinci (tafsili). Sedangkan kata “siyasah”
berasal dari kata “sasa”, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah; pemerintahan, politik dan
pembuatan kebijaksanaan. Dapat disimpulkan bahwa figh siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam
yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai
kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Figh Siyasah merupakan ilmu yang membahas tentang tata cara
mengelola sebuah negara dengan dibuatnya pengaturan dari suatu permasalahan seperti perundang
undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, walaupun mengenai
penataan semua permasalahan tersebut tidak ada dalil khusus yang mengaturnya. Figh Siyasah adalah
ilmu yang otonom atau bagian dari ilmu fikih.

Bahasan ilmu fikih mencakup individu, masyarakat, dan negara meliputi ibadah, muamalah,
kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan
hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat. Figh Siyasah Tanfidziyyah yaitu ( Politik
Pelaksanaan Perundang-undangan ). Yang artinya sebagai pemegang kekuasaan politik berfungsi dan
mempunyai tugas membudayakan masyarakat dengan ajaran-ajaran ketuhanan. Sehingga dengan
demikian, aturan-aturan, ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama dapat ditranformasikan melalui sistem
pendidikan dan pengajaran sehingga setiap warga negara memiliki budaya politik yang sama. Siyasah
tanfidziyah memiliki pandangan bahwa landasan peraturan sebuah negara baik Undang-Undang maupun
peraturan perundang-undangan harus digali dari Al-Qur*an dan Sunnah. Islam mengajarkan kita untuk
berbuat jujur dan adil serta menghargai keputusan yang telah disepakati bersama.

Dalam pengelolaan hukum tata negara yang di dalamnya mengatur tentang peraturan-peraturan
hukum yang berlaku, termasuk juga dalam ihwal pemilihan seorang pemimpin. Aturan-aturan hukum atau
peraturan perundang-undangan yang ada diharapkan mendekatkan pada kebaikan dan kemashlatahan
umat, bukan hanya sekedar kesepakatan bersama atau berdasarkan keputusan semata mata. Tugas al-
Shulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk
menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal
ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang
menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan
deskriptif data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dalam hal ini dilakukan dengan
mengumpulkan data langsung dari informan yang telah ditentukan agar mendapatkan informasi yang
akurat serta dapat digunakan dalam penulisan ini. Untuk itu pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu
prosedur penelitian yang menghasilkan data- data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata- kata
tertulis atau lisan dari orang- orang dan prilaku yang diamati.Untuk mencapai tujuan dari penulisan ini,
penelitian ini tidak hanya menggambarkan tentang keadaan obyek yang diteliti atau masalah semata,
akan tetapi juga menganalisis, mengklasifikasi dan menafsirkan data data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Pemerintah Desa Bumiarum Kabupaten Pringsewu

Penyelenggaraan pemerintah Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan
pemerintah, sehingga Desa mempunyai kewewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat. Sama halnya dengan tingkat daerah maupun Pusat didalam menjalankan pemerintahan
dibantu dan bekerja sama dengan badan eksekutif maupun legistalif dengan adanya pembagian
kekuasaan Dalam konteks otonomi daerah, pembangunan Desa jangka menengah menjadi fokus utama
untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan dalam masyarakat. Pengaturan Desa
dalam UU Desa dikuatkan dengan penegasan tentang Kewenangan Desa. Kewenangan Desa itu sendiri
dijelaskan meliputi kewenangan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan
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pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dibentuk untuk melaksanakan mandat UU No. 6
Tahun 2014 tentang Desa. Undang- Undang Desa memberi dasar bagi cara pandang dan pendekatan
baru tentang Desa, mengedepankan prinsip keberagaman, azas rekognisi dan subsidiaritas itu serta
menguatkannya dalam jenis-jenis kewenangan Desa. Pasal 2 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014
Disebutkan bahwa Penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka
Tunggal Ika.

Berdasarkan asas otonomi Desa maka pemerintah Desa memiliki hak dan kewenangan untuk
membuat atau melaksanakan kebijakan yang dapat menjadi acuan Kkeberhasilan dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa itu sendiri. Kinerja Kepala Desa dapat dipantau oleh
Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa berwenang untuk melakukan
pengawasan sejauh mana kirnerja tersebut terlaksana dengan cara monitoring dan evaluasi. Dalam hal
kebijakan pemerintahan Desa Bumiarum dapat dilihat sebgai berikut:

1. Kebijakan pembangunan jangka menengah
e Perbaikan jalan

Perbaikan jalan yang dilakukan di desa Bumiarum bertujuan untuk meningkatkan aksesbilitas ke

daerah terpencil dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jl.Wanabhakti,JI Lkr Utara sampai

dengan JI. Sultan Ageng Tirtayasa yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan menjadi jalan
utama dalam akses transportasi untuk masyarakat Desa Bumiarum menuju ke Desa Banjarejo dan
sebaliknya.

e Penataan pemukiman

Penataan pemukiman di Desa Bumiarum guna untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman

dan nyaman bagi masyarakat desa maka dari itu tata ruang Desa sudah terlaksana dengan baik.

Sebagai contoh untuk tempat pembuangan akhir yang ada di Desa Bumiarum terletak jauh dari

pemukiman warga dan limbahnya dikelola dengan baik yang menghasilkan pupuk kompos.

e Peningkatan kualitas pertanian

Kualitas dibidang sektor pertanian menjadi salah satu kebijakan pembangunan jangka menengah

yang direncanakan oleh pemerintahan Desa Bumiarum pasalnya mayoritas masyarakat Desa

tersebut berprofesi sebagai petani. Hal itu juga menjadi potensi besar untuk meningkatkan akses
ke sumber daya dan meningkatkan ekonomi Desa.
o Kesehatan
Kebijakan pembangunan jangka menengah dibidang kesehatan menjadi salah satu prioritas untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan
yang merata.

2. Kebijakan jangka panjang

e Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa Bumiarum sejahtera dan maju
Kebijakan jangka menengah yang direncanakan oleh pemerintahan Desa Bumiarum adalah
meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sejahtera dan maju. Dengan demikian kebijakan
tersebut keterkaitannya dengan peningkatan akses ke pelayanan dasar, pengembangan ekonomi
Desa, peningkatan infrastruktur Desa, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan
kelembagaan Desa serta peningkatan kualitas lingkungan. Salah satunya adalah pengembangan
potensi Desa di bidang ekonomi melalui BUMDes yaitu sebuah program yang diluncurkan oleh Bank
BRI untuk fasilitas pembayaran dan transfer yang mudah dan cepat yaitu BRILINK untuk
pengembangan ekonomi Desa melalui pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Selain itu
juga ada sebuah program dari pemerintah yaitu pengadaan agen LPG dengan memfasilitasi pinjaman
untuk membiayai pengembangan usaha agen LPG.

3. Kebijakan pelayanan

¢ Bantuan anak yatim dan lansia
Tujuan dari program bantuan anak yatim dan lansia dengan memberikan bantuan yang tepat dan
efektif salah satunya yaitu meningkatkan kualitas hidup. Program yang sudah dijalankan yaitu
pembagian sembako kepada anak yatim dan lansia yang di data guna untuk memastikan bantuan
yang diberikan tepat sasaran.

e Program miskin ekstrim
Program miskin ekstrim adalah sebuah program yang direncanakan oleh pemerintahan Desa
Bumiarum yang bertujuan sebagai solusi yang efektif dalam membantu masyarakat miskin untuk
meningkatkan kesejahteraan dan bisa berkembang walaupun hidup digaris kemiskinan. Program yang
dilaksanakan diantaranya bedah rumah yang diperuntukkan untuk lansia dan orang kurang mampu
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dan bantuan hewan ternak kambing yang bertujuan untuk menjadikan potensi bagi masyarakat
kurang mampu yang mendapatkan bantuan tersebut agar bisa berkembang meningkatkan
ekonominya dengan memanfaatkan sumber daya alam di Desa Bumiarum.

Kebijakan pemerintah Desa Bumiarum berdasarkan data diatas belum semuanya dilaksanakan
dengan maksimal, dari rencana kebijakan-kebijakan diatas ada beberapa yang sudah terealisasikan,
yaitu:

1. Penurunan stunting
Angka penurunan stunting yang awalnya terdapat 17 anak menjadi 11 anak ini menunjukkan bahwa
upaya yang dilakukan dalam mengurangi stunting sudah efektif. Penurunan stunting ini merupakan
sebuah kemajuan yang signifikan dalam upaya meningkatkan kesehatan anak anak di Desa.

2. Perbaikan jalan
Kebijakan perbaikan jalan yang telah diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya sehingga lebih rata dan
aman untuk dilalui. Ruas jalan yang telah diperbaiki Jl.Wanabhakti,JI Lkr Utara sampai dengan JI.
Sultan Ageng Tirtayasa yang menghubungkan dengan JI.KH.Gholib Raya

3. Penataan pemukiman
Kebijakan yang sudah dilakukan dalam hal ini yaitu Desa Bumiarum menyediakan tempat
pembuangan akhir yang letaknya jauh dari pemukiman dan limbahnya dikelola dengan baik untuk
dijadikan pupuk kompos tanpa mencemari lingkungan. Desa juga melakukan penghijauan untuk
meningkatkan estetika dengan memberikan kepada masyarakat Desa seperti bibit pohon rambutan,
mangga, bunga mawar dan bunga anggrek.

4. Bantuan anak yatim dan lansia
Bantuan sembako yang diberikan kepada 28 anak yatim dan 23 lansia secara terdata dan tepat
sasaran yang bertujuan untuk meningkatkan kelayakan hidup masyarakat Desa.

5. Bedah rumah
Kebijakan bedah rumah atau perbaikan kualitas hunian yang diadakan Desa sudah ter-realisasikan
sebanyak 29 unit rumah yang diperuntukan untuk masyarakat kurang mampu.

6. Bantuan perternakan
Pemberian hewan ternak kambing kepada 10 masyarakat Desa yang terdata guna untuk upaya
meningkatkan ekonomi masyarakat yang kurang mampu dengan memanfatkan sumber daya alam
yang tersedia sebagai pakan dari hewan ternaknya.

Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa memang sudah dilaksanakan di Desa Bumiarum,
sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu anggota BPD bernama M.Ridwan, Desa Bumiarum
memang sudah menerapkan undang-undang tersebut ini dilihat dari adanya pemerintahan Desa
Bumiarum, dan dalam menjalankan pemeritahan tersebut sudah sangat professional. Pemerintah
daerah sebagai pelaksana amanat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa
harus memiliki kemampuan mengelola sumber daya manusia yang tersedia di daerahnya masing-
masing.Ditegaskan dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Disebutkan bahwa
Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan
Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
Berkaitan dengan ketentuan tersebut, hal ini mengisyaratkan bahwa dalam melaksanakan urusan
rumah tangga Desa, melakukan pembinaan, pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian
Desa harus dapat dijalankan oleh aparatur Desa karena masyarakat Desa telah berkembang dengan
berbagai kegiatan yang semakin membutuhkan aparatur pemerintah yang professional. Berbagai macam
kebijakan yang telah dijalankan oleh pemerintahan Desa Bumiarum sudah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Disebutkan bahwa Penyelenggaraan
Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal lka. Hal ini
disampaikan oleh salah satu staff pemerintahan Desa Bumiarum dalam wawancara kami:

“Kinerja dari Pemerintahan Desa Bumiarum telah mencapai beberapa hasil yang signifikan bisa
dilihat dari adanya Kepala Desa, Kaur Pembangunan, Pemerintahan, Umum, Bendahara, Kepala Dusun,
ini kan termasuk dalam penyelenggaraan Desa seperti yang disebutkan dalam undang undang
tersebut. Selanjutnya untuk pembangunan Desa sudah dijalankan seperti pembangunan jalan, jembatan,
puskesmas dan irigasi. Saat ini kegiatan pembinaan masyarakat Desa juga sedang diterapkan seperti
mengadakan sosialisasi untuk masyarakat yang memiliki usaha UKM.”

Tingkat kemampuan Kepala Desa dalam menunjukan kinerjanya dalam memberikan pelayanan
terhadap masyarakat, menurut salah satu anggota BPD adalah sebagi berikut:
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"Selama ini kinerja Kepala Desa mampu mengatasi setiap keluhan masyarakat, seperti
pengurusan administrasi kependudukan, memfasilitasi dalam pembuatan surat keterangan dan
sebagainya. Kemampuan Kepala Desa sebagai pemimpin dalam desa ini sudah berjalan dengan
cukup baik, walaupun masih ada kekurangan kecil didalamnya seperti Kepala Desa kurang tegas
kepada bawahannya dalam setiap melaksanakan pekerjaan sehingga aparat Desa menunda-nunda
pelayanan kepada masyarakat sehingga pengurusan administrasi kependudukan masyarakat tidak
cepat selesai, tetapi hal ini selalu diobservasi dan diperbaiki. Ini juga menunjukkan bahwa Kepala Desa
memiliki komitmen untuk terus memperbaiki kinerjanya dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat.”

Kinerja Kepala Desa akan efektif apabila memperhatikan faktor faktor yang dapat
mempengaruhinya. Artinya upaya untuk mengembangkan kinerja Kepala Desa kearah yang diinginkan
masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan tuntutan perubahan jelas menuntut pencermatan
akan faktor faktor tersebut, baik itu faktor dari dalam (intern) Kepala Desa maupun faktor ekstern. Hal ini
pun berlaku dalam kaitannya dengan kinerja inovatif. Jika kinerja inovatif ingin ditumbuhkembangkan
dimasyarakat, maka faktor dan kondisi yang dapat memengaruhinya perlu mendapat perhatian, sehingga
kebijakan kepala masyarakat dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi terwujudnya hal tersebut.
Tanggapan masyarakat tentang kinerja Kepala Desa Bumiarum dalam pelaksanaannya adalah sebagai
berikut:

“Saya lihat Kepala Desa selalu berupaya untuk memajukan pembangunan Desa hal ini dilihat dari
setiap adanya pertemuan pemerintah Desa dan masyarakat, Kepala Desa dengan semangatnya
selalu mengajak dan memberikan arahan untuk bersama-sama bekerjasama dalam setiap
kegiatan pembangunan. Kepala desa juga mengatakan agar masyarakat dapat berperan penting
dalam setiap program-program pembangunan Desa sehingga setiap pembangunan yang telah
direncanakan dapat terselesai dengan cepat. Sebagai contoh untuk pembangunan jembatan dan irigasi,
Kepala Desa ikut turun langsung bersama masyarakat membantu dalam pelaksanaan pembangunannya.
Selanjutnya untuk pengurusan administrasi kependudukan harus dibenahi karna pelayanannya lama dan
sering kali ditunda tunda, untuk informasi informasi penting juga tidak semua sampai kepada masyarakat
karna sistem pengumumannya itu hanya kertas yag ditempel pada papan informasi biasanya hanya
orang orang yang ada disekitar kantor pemerintahan Desa yang mengetahuinya. Saya belum bisa
mengatakan puas karna untuk hal yang dasar seperti pelayanan administrasi kependudukan masyarakat
masih sangat kurang seharusnya Kepala Desa lebih tegas lagi kepada bawahannya”.

“informasi yang diberikan oleh pemerintahan Desa itu tidak semua sampai di masyarakat, apalagi
setiap ada sosialisasi, yang diikutsertakakan hanya warga disekitar Kantor Balai Desa, padahal untuk
saya yang memiliki UKM sangat membutuhkan edukasi untuk mengembangkannya, tetapi saya jarang
sekali mendapatkan informasi tersebut. Terkait perbaikan jalan juga masih banyak sekali jalan yang
rusak dan perlu diperbaiki, karena menurut saya untuk pembanguan jalan yang dilakukan itu kurang
merata”.

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik serta menjamin terealisasinya semua
rencana/program pemerintahan Desa maka diperlukan peran serta dari aparatur pemerintah pusat,
daerah sampai ke Desa. Pimpinan mempunyai peranan utama dalam pengendalian, mengarahkan,
membimbing dan membawa orang-orang yang dipimpinnya menuju ke tujuan yang diinginkan oleh
pemimpin. Dapat disimpulkan hahwa keberhasilan pempimpin membawa organisasinya ke tujuan yang
diinginkan oleh pemimpin tersebut. Tohirin selaku Sekretaris Desa menerangkan bahwa:

“Saya tegaskan bahwa semua kebijakan yang sudah dijalankan oleh pemerintahan Desa adalah
untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Tetapi memang ada beberapa faktor
yang menyebabkan kebijakan tersebut belum dijalankan secara merata. Salah satunya faktor sumber
daya yang kita miliki. Namun, kita telah berusaha untuk mengalokasikan sumber daya yang kita miliki
secara efektif dan efisien untuk meningkatkan hidup masyarakat Desa, RKP(Rencana Program
Pemerintah) didalamnya juga sudah dimuat rencana untuk program jangka menengah dan jangka
panjang yang bertujuan untuk upaya pemerintahan secara menyeluruh. Kami telah berencana untuk
meningkatkan kebijakan tersebut dengan cara meningkatkan alokasi sumber daya untuk kebijakan
tersebut, meningkatkan kerjasama dengan masyarakat Desa untuk memastikan kebijakan tersebut sudah
dilaksanakan secara merata dan terus melakukan evaluasi secara teratur.”

Kepala Desa mempunyai peranan dan juga kedudukan yang sangat penting dalam pemerintah
Desa. la merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan yang ada di Desa. Seorang
Kepala Desa merupakan penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda
pemerintahan dan pembangunan didalam wilayahnya
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Analisis Figh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Kinerja Pemerintahan Desa Bumiarum
Kabupaten Pringsewu

Figh siyasah tanfidziyyah sangat diperlukan dalam analisis implementasi kinerja pemerintahan
Desa Bumiarum Kabupaten Pringsewu khususnya Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
karena figh siyasah tanfidziyyah / al-shultha al tanfidziyyah mengutamakan kemaslahan dan
kesejahteraan masyarakat. Sehingga ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kontinuitas
kepemimpinan dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.Pandangan figh siyasah tanfidziyyah
mengenai implementasi Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terkait Kinerja Pemerintahan
Desa dalam melaksanakan kebijakan kebijakan yang telah dijalankan bertujuan untuk kesejahteraan
masyarakat Desa dan pemerintahan secara menyeluruh. Pemerintahan Desa Bumiarum telah
melaksanakan kebijakan pembangunan jalan, penataan pemukiman untuk lingkungan yang lebih sehat
dan nyaman, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan program bantuan hewan
ternak kambing.Hasil dari penelitian juga mengungkapkan ada beberapa kendala yang perlu diatasi.
Perlu adanya evaluasi kebijakan secara berkala untuk mengetahui apakah kebijakan yang sudah
dijalankan telah memenuhi kebutuhan masyarakat dan menentukan perbaikan serta solusi untuk
menangani kebijakan yang belum dilaksanakan secara merata kepada masyarakat. Figh siyasah
tanfidziyyah dapat memastikan bahwa kebijakan kebijakan yang dilaksanakan pemerintahan Desa
mengenai kinerja Pemerintahan Desa benar benar tepat demi mencapai kesejahteraan masyarakat.
Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa’ ayat 58:
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Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya.
Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S An-Nisa’[4]: 58)

Ayat tersebut menjelaskan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan
menetapkan hukum diantara manusia, artinya pemerintahan Desa Bumiarum dalam kinerjanya wajib
dilaksanakan dengan adil tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.Setiap orang yang
diikuti oleh orang lain merupakan pemimpin, termasuk raja, para tokoh ulama, tokoh warga serta pula
birokrat. Mereka berkewajiban untuk memerintahkan agar melaksanakan perintah Allah serta mencontohi
pemimpin yang taat kepada allah serta tidak mencontohi pemimpin dalam kemaksiatan. Disini tujuan dari
dibuatnya UU tentang Desa untuk diterapkan melalui kinerja pemerintahan Desa agar dapat terlaksana
secara adil dan merata. Sudah sepatutnya untuk masyarakat dan pemerintahan Desa ikut turut serta
bersama sama dalam pelaksanaan kebijakannya demi tercapainya kebijakan yang dilaksanakan secara
adil dan merata. Selain itu masyarakat wajib untuk menaati perintah serta pemerintahan sebagaimana
yang telah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa’ Ayat 59:
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad)
serta ulilamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu,
kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari
Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (Q.S
An-Nisa’[4]: 59)

Dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Disebutkan bahwa Penyelenggaraan
Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan
pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal lka. Pemerintah
Desa dalam pelaksanaan pemerintahannya seharusnya sesuai dengan peraturan yang disebutkan
diantaranya:

1. Penyelenggara Pemerintah Desa
Pemerintah Desa harus memiliki sistem pengambilan keputusan yang transparan dan partisipasif
serta sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif.

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
Pemerintah Desa seharusnya memiliki rencana pembangunan yang terintegrasi untuk
memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial
masyarakat secara merata.
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3. Pembinaan Mayarakat Desa
Pemerintah Desa harus memiliki program pembinaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan
kualitas hidup masyarakat serta memastikan bahwa pembinaan masyarakat dilakukan secara adil dan
tidak diskriminatif.

4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemerintah Desa harus memastikan bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan secara
berkelanjutan dan berbasis pada kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pernyataan diatas dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa masih banyak keluhan
masyarakat terkait pelayanan oleh Aparat Desa, selain itu pembinaan serta pemberdayaan masyarakat
juga belum terlaksana secara maksimal pada kebutuhan masyarakat Desa Bumiarum. Menurut figh
siyasah tanfidziyyah Implementasi Kinerja Pemerintahan Desa sudah melaksanakan sebagian
kebijakannya yang diatur dalam Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa sesuai dengan teori Al-
Sulthah Al-Tanfidziyyah. Namun kebijakan tersebut belum terlaksanakan secara maksimal dan merata ke
seluruh masyarakat Desa karna keterbatasan sumber daya yang dimiliki tetapi pemerintahan Desa
Bumiarum akan terus berupaya untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan
efisien untuk meningkatkan hidup masyarakat Desa serta bentuk upaya kinerja pemerintahan Desa
secara menyeluruh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kinerja dari Pemerintahan Desa Bumiarum telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam
beberapa aspek, seperti pembangunan infrastruktur, pengelolaan keuangan, dan pelayanan kepada
masyarakat. Kinerja Pemerintahan Desa berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa
melalui program yang telah dijalankan, seperti program pembangunan jalan, program kesehatan dan
program bantuan. Namun kebijakan yang telah dijalankan belum sepenuhnya merata karna faktor dari
sumber daya yang terbatas. Selain itu, pemerintahan Desa juga masih belum maksimal dalam
membantu pelayanan masyarakat.

2. Pelaksanaan Pemberdayan Masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan Desa Bumiarum telah sesuai
dengan prinsip figh siyasah, dimana sebagai seorang pemimpin Kepala Desa Bumiarum menjalankan
prinsip-prinsip kedaulatan, prinsip keadilan, prinsip musyawarah, dan prinsip Amar ma’ruf nahi
munkar. Hanya saja ada faktor sumber daya yang menyebabkan kinerja dari pemerintahan desa
belum dilaksanakan secara maksimal.

Saran

1. Untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah Desa diharapkan kepada Kepala Desa untuk
mengoptimalkan lagi pembangunan dan kebijakan yang akan dijalankan yang ada di Desa Bumiarum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Desa masih perlu ditingkatkan untuk memenubhi
kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengembangkan kebijakan
yang akan dijalankan sebab partisipasi masyarakat Desa sangat penting dalam mengembangkan dan
mengimplementasikan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.
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